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ABSTRAK

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut pada
tingkat Kabupaten/Kota. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh
PLN sebagai (fiscus) atas wewenang diberikan Pemerintah Daerah. Peraturan
yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan yaitu Undang-Undang Nomor 28
tahun 2009 tentang Pajak Daerah «dan ‘Retribusi, Daerah dan Peraturan Daerah
Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Dactah’serta Peraturan Walikota
Padang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
Pada saat ini pengguna tenaga listrik dihadirkan dengan fitur baru yang disebut
listrik Pintar atau listrik prabayar banyak timbul kontradiktif tentang adanya listrik
prabayar terkait dengan potongan PPJ dan bagaimana mekanisme pemungutan
PPJ terhadap pengguna listrik prabayar. Dan bagaimana bentuk realisasi hasil dari
pemugutan PPJ yang dialokasikan untuk lampu penerangan jalan. Dalam
penulisan ini penulis mengemukakan beberapa rumusan permasalahan antara lain
:1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap
pengguna listrik prabayar di Kota Padang, 2) Bagaimana hubungan hukum antara
Pemerintah Daerah dengan PLN, 3) Bagaimana bentuk tanggung jawab jika
terjadi kerusakan Lampu Penerangan Jalan. Adapun pendekatan masalah yang
peneliti gunakan adalah pendekatan yuridis empiris/sosiologis dengan deskriptif-
analisis. Berdasarkan penelitan  yang dilakukan diperoleh hasil, yakni:
pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pengguna Listrik
Prabayar di Kota Padang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Walikota
Padang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan
Jalan. Masalah yang di hadapi terkait, pemungutan pajak penerangan jalan yaitu
sejak adanya listrik prabayar laporan hasil pemungutan pajak penerangan jalan
yang diserahkan PLN ke Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang belum
tergambar jelas serta tidak dilengkapi berita acara pemeriksaan setiapkali
penyetoran sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 9 Perwako Padang Nomor
45 Tahun 2014 serta pemungutan PPJ terhadap pengguna listrik prabayar ini
belum sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak. Dana hasil pemungutan pajak
peneragan jalan yang dialokasikan untuk kesuluruhan kegiatan pemasangan lampu
penerangan jalan masih belum tercukupi untuk perbaikan dan pemasangan lampu
penerangan jalan di sejumlah titik ruas jalan Kota Padang.
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